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ABSTRAK

-chadiran LU No, 5/1986 memberikan dasar dan peluang kepada penggugat
gar perkara yang diajukan ke Pengadilan untuk dipenksa dengan acara

cepat. Sehubungan dengan hal ini, menarik untuk dikaji jumlah perkara yang

suk ke Pengadilan dalam waktu tiga tahun terakhir dapat diperiksa
=ngan acara cepat, cara pengajuan permohonan dan kriteria agar perkara
apat diperiksa dengan acara cepat, serta benarkah pemeriksaan perkara
:ngan acara cepat dapat mempercepat selesainya perkara menurut wakiu
g ditentukan oleh UL Nomor 5 Tahun 1986.

=nelitian mni bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang
endorong untuk ditelin.

=:nelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan
engutamakan data sekunder dan analisis secara kualitatif.

asil penelitan diketahw bahwa kuantitas perkara untuk diperiksa dengan
:ara cepat, sangat ditentukan oleh permohonan yang diajukan oleh
'nggugat dalam surat gugatannya. Kriteria agar suatu perkara itu dapat
periksa dengan acara cepat ditentukan adanya kepentingan yang mendesak
wi penggugal. Dikabulkan ataw tidaknya permohonan penggugat oleh
etua Pengadilan suatu pugatan it diperiksa dengan acara cepat,
rrtimbangan Ketua Pengadilan atas kepentingan yang mendesak, sangat
rgantung dan kesungguhan Penggugat dalam memberikan alasan terhadap
orkara  yang dimohonkannya. Pada praktelnya makna pemeriksaan
ngketa dengan acara cepat sebagian besar belum dapat memenuhi waktu
srcepatan penyelesaian sengketa yang dinyatakan dalam Pasal 98 dan Pasal
» UL No. 5/1986,



I. PENDAHULUAN.
Kehadiran Undang Undang Momor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara memiliki karakleristik tertentu dibandingkan dengan
peradilan lain yang telah ada sebelumnya di Indonesia (peradilan umum,
peradilan agama dan peradilan militer).
Pasal 10 ayat (1) UU No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan
“Kehakiman menyebutkan :

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan -
a. Peradilan Umum;

b. Peradilan Agama;

¢. Peradilan Militer,

d. Peradilan Tata {Jsaha Negara.

Konsekuensi dari ketentuan di atas mengandung makna, bahwa peradilan
tata usaha negara merupakan suatu sistem umum peradilan tata usaha
negara, artinya pengadilan tata usaha negara akan berwenang meyelesailkan,
mengadili dan memutus semua sengketa tata usaha negara yang terjadi
masuk ke pengadilan,

Termnyata dengan berlakunya UU No. 5/1986 memberikan dasar
pengaturan yang spesifik terhadap kompetensi absolut peradilan tata usaha
negara, tidak sebagai sistem umum peradilan tata usaha negara, Hal ini
dinyatakan dalam Pasal 47 dihubungkan dengan Pasal | butir 4, Pasal 1 butir
3, Pasal 2, Pasal 3 serta Pasal 49 ULl No. 5/1986 yang menyimpulkan
sehagar berikut
a. Tidak semua sengketa tata usaha negara akan menjadi kewenangan

pengadilan  untuk  memeriksa, menyelesaikan dan  memutusnya,
melainkan hanya sengketa tata usaha negara yang timbul disebabkan

adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsue-unsur yang
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a penelitian kepustakaan dengan melakukan inventarisasi dan menelaah
bahan lteratur, karya tulis dan laporan peeliian serta peraturan
penmdang-umdangan;

b. penelitian lapangan dilakukan pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara
sumbar — Rian dengan menggunakan instrumen :

b.1. studi dokumen terhadap berkas perkara yang diperiksa dengan acara
cepat dan dokumen resmi lamnya;
b.2. wawancara dengan pedoman semi terstruktur yvang diajukan kepada
Ketua Pengadilan, Hakim yang memenksa perkara dengan acara cepat
dan Panitera Pengadilan.
Data yang diperoleh, kemudian dilakukan pengolahan data melalui
proses editing, coding dan tabularing. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif

dengan menafsirkan berdasarkan teori dan konsepsi yuridis vang berlaku.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jumlah Perkara/Sengketa Yang Diperiksa Dengan Acara Cepat.
Dalam waktu tiga tahun terakhir {1994, 1995, 1996) jumlab perkara

vang diperiksa dengan acara cepat dibandingkan dengan acara hiasa sehagai

bertkut ;
No. Tahun Jml Perkara | Jml Perkara | Jumlah
! ! | Dengan Dengan | Perkara
i :' I' Acara Cepat ,' Acara Biasa |
i 1994 S 46
3 | 1995 5 43 48
1996 4 34 3%
1994-1996 10 | 122 13




VL PENUTUP

Berdasarkan jumlah perkara vang ada, maka kuantitas perkara yang
diperiksa dengan acara cepat relatif kecil dibandingkan dengan pemeriksaan
dengan acara biasa adalah wajar, karena pemeriksaan dengan acara cepat
dapat diselenggarakan terpantung ada atau tidaknya permohonan dari
penggugat, kesungguhan dari penggugat dalam mengemukakan alasan yang
harus dipenuhi adanya kepentingan mendesak serta pertumbangan Ketua
Pengadilan atas kepentingan yang mendesak dan Penggugat, di samping
syarat formal untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan yang
bersanghutan.

Prosedur pengajuan permohonan pemenksaan sengketa dengan acara
cepat sekaligus dimuat dalam surat gugatan dan Penggugat.

Dalam praktek tidak terdapat kritema yang khas untuk dapat
dikabulkannya permohonan penggugal untuk dipeniksa perkaranya dengan
acara cepat, melainkan ukuran kepentingan yang mendesak dari penggugat
sangat ditentukan kesungguhan dari Penggugat sendin dalam memberikan
arpumentasi, sedangkan Ketua Pengadilan cenderung sckedar memberikan
pertimbangan bahwa dalam alasan permohonan penggugat tersimpul
kepentingan yang sangal mendesak.

Prakick penyelesaian sengketa dengan acara cepat, sebagian besar masih
belum memenuhi waktu yang diharapkan menurut Pasal 98 dan Pasal 99 UL
Nomor 5 Tahun 1986

Oleh karena itu, ketaatan asas bagi pihak pengadilan terhadap wakiu
penyelesaian sengketa mutlak menjadi perhatian di masa mendatang,
mengingat makna pemeriksaan dengan acara cepat adalah mempercepat

penyelesaian perkara yang telah dimohonkan oleh penggugat.
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